
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 

terhadap usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu belum 

terlaksana sama sekali pada kelima fungsi yang diteliti, 

yaitu perizinan, pendidikan lingkungan, pembinaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam aspek 

perizinan, tidak ditemukan pelaku usaha batu bata yang 

memiliki izin lingkungan atau dokumen SPPL, bahkan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum 

memiliki data khusus mengenai pelaku usaha batu bata 

yang telah memenuhi kewajiban perizinan lingkungan. 

Pada aspek pendidikan dan pembinaan, kegiatan yang 
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dilaksanakan masih bersifat umum dan belum secara 

khusus menyasar pelaku usaha batu bata. Sementara itu, 

pengawasan belum pernah dilakukan dan cenderung 

bersifat pasif ketika terdapat permasalahan lingkungan. 

Adapun penegakan hukum belum pernah diterapkan 

terhadap pelaku usaha batu bata karena belum terdapat 

objek perizinan yang dapat dijadikan dasar pengawasan 

dan penindakan. 

2. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, 

ketimpangan implementasi tersebut menunjukkan bahwa 

DLH selaku pemegang amanah (ulil amri) belum 

sepenuhnya menjalankan prinsip ri'ayah al-ra'iyyah dan 

maslahah mursalah dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Sikap pasif dalam perizinan bertentangan dengan 

kewajiban pemimpin mengurus kepentingan rakyatnya, 

sementara ketiadaan pendidikan lingkungan dan 

pembinaan khusus menunjukkan kewajiban 

memberantas al-jahl (kebodohan hukum) dan 

menjalankan fungsi hisbah (penegakan hukum) berupa 
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amar ma'ruf (menyeru kepada kebaikan) belum 

dipenuhi, meski pelaku usaha telah menyatakan kesiapan 

dibimbing. Pola pengawasan yang reaktif juga 

berseberangan dengan prinsip muraqabah (pengawasan 

aktif) yang menuntut kewaspadaan dan inspeksi aktif, 

bukan sekadar menunggu keluhan warga. Pada akhirnya, 

prinsip 'adalah (keadilan) menghendaki sanksi tidak 

dijatuhkan sebelum edukasi, pembinaan, dan 

pengawasan dijalankan secara memadai, sehingga 

pemerintah dituntut menuntaskan kewajiban dasarnya 

terlebih dahulu. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di 

atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pada aspek perizinan, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bengkulu disarankan segera melakukan pendataan 

menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha batu bata di 

Bumi Ayu dan menyediakan pendampingan teknis dalam 

pengisian SPPL melalui sistem OSS-RBA. Mekanisme 
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yang sepenuhnya daring terbukti tidak terjangkau oleh 

pelaku usaha rumahan dengan literasi digital terbatas, 

sehingga petugas DLH sebaiknya turun langsung 

membantu proses pendaftaran, bukan sekadar 

mengarahkan pelaku usaha untuk mengakses portal 

secara mandiri. 

2. Pada aspek pendidikan lingkungan, DLH disarankan 

mengalihkan metode sosialisasi yang dominan berbasis 

daring (Zoom) ke pendekatan tatap muka yang lebih 

sesuai dengan karakteristik pelaku usaha, seperti 

pertemuan rutin di tingkat RT/RW, pemasangan papan 

informasi di lokasi usaha, atau penyuluhan berkala yang 

dilakukan bersama kelurahan setempat. Pendekatan 

semacam ini relatif tidak membutuhkan biaya besar, 

sehingga kendala efisiensi anggaran yang selama ini 

dikemukakan tidak lagi menjadi alasan untuk menunda 

sosialisasi. 

3. Pada aspek pembinaan dan pengawasan, DLH 

disarankan menyusun program inspeksi dan 
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pendampingan lapangan yang terjadwal secara berkala, 

bukan lagi bersifat reaktif menunggu pengaduan 

masyarakat, mengingat usaha batu bata di Bumi Ayu 

telah berlangsung puluhan tahun tanpa pernah 

dikunjungi petugas. Kesediaan para pelaku usaha untuk 

dibina, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, 

sepatutnya segera direspons melalui program pembinaan 

yang konkret dan berkelanjutan. 

4. Pada aspek penegakan hukum, pendekatan yang 

ditempuh sebaiknya bersifat bertahap dan edukatif, 

diawali dengan peringatan tertulis dan kewajiban 

mengurus izin sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih 

berat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan 

yang mensyaratkan adanya pemahaman terhadap aturan 

terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai 

konsekuensi hukum atas pelanggaran yang 

dilakukannya. 

5. Bagi para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, 

disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai 
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kewajiban perizinan lingkungan dan tidak hanya 

bersandar pada Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, 

karena dokumen tersebut secara hukum tidak dapat 

menggantikan fungsi izin lingkungan/SPPL sebagaimana 

diatur dalam UUPPLH. Keikutsertaan secara aktif dalam 

setiap program sosialisasi atau pembinaan yang 

diselenggarakan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar 

kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat terwujud. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji dampak 

lingkungan secara teknis dari kegiatan usaha batu bata, 

seperti kualitas udara dan kondisi drainase di sekitar 

lokasi usaha, atau dengan membandingkan implementasi 

UUPPLH pada sentra usaha batu bata di wilayah lain. 

Perluasan tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas 

kebijakan perlindungan lingkungan hidup terhadap usaha 

skala kecil dan menengah. 
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